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PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 
Berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013 yang dipotong pajak 1% per bulan dari peredaran bruto, mengakibatkan tidak adanya pengkreditan pajak penghasilan di SPT Tahunan baik PPh Badan maupun Orang Pribadi. Namun, ketika WPOP atau WP Badan melakukan kegiatan yang termasuk Objek Pemotongan PPh 21, 22, atau 23 WP dapat dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Dari kasus ini WP dengan penghasilan bruto tertentu akan dirugikan karena yang seharusnya dikenakan pajak 1% malah bertambah 2% atau bertambah sesuai tarif pajak tidak bersifat final lainnya, karena pajak yang boleh di kreditkan menjadi tidak boleh dikreditkan.berdasarkan PER-32/PJ/2013 bahwa WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final kepada Direktorat Jenderal Pajak(DJP).
Apa itu SKB ? SKB adalah Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi WP yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sama halnya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa WP dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan. Saat ini Pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak.
 Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi kontributor pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu, Fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan. Dalam setiap transaksi atas pengalihan hak atas tanah dikenal adanya dua macam pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing para pihak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan pajak pusat dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), dibebankan kepada penjual, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang merupakan pajak daerah dilaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dibebankan kepada pihak pembeli.
PPh terdiri dari PPh yang tidak bersifat final dan PPh yang bersifat final. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, PPh yang tidak bersifat final dikenakan terhadap 3 subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan PPh yang bersifat final yaitu pajak penghasilan yang dibayar, dipotong, atau dipungut atas transaksi atau penghasilan tertentu dengan menerapkan tarif tersendiri yang dihitung berdasarkan pada penghasilan brutonya, yang pemenuhannya bersifat final.
	Surat Keterangan Bebas Pajak tersebut dapat diajukan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Final ke KPP Pratama tempat Wajib Pajak berdomisili/terdaftar, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh pihak KPP Pratama, maka Wajib Pajak yang mengajukan permohonan akan memperoleh Surat Keterangan Bebas PPh Final. Persyaratan yang telah ditetapkan tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
	Pada proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final didapati penerapan asas kesederhanaan dan asas cepat dalam perpajakan. Asas sederhana dalam pemungutan pajak harus dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan semakin sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam pemungutan pajak maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sulit untuk 5 dipahami mengakibatkan timbulnya berbagai penafsiran. Berbagai penafsiran dari obyek pajak tersebut dapat membuat obyek pajak menjadi takut dan kurang menjamin adanya kepastian hukum. Asas cepat menunjuk pada lamanya proses Surat Keterangan Bebas PPh Final selesai. Cepat selesainya proses Surat Keterangan Bebas PPh Final dapat meningkatkan profesional Fiskus serta menambah tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Uraian Di atas Maka Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana Penerapan Surat Keterangan Bebas Pajak PPh Pasal 22 Oleh karena itu Penulis Mengambil Laporan Akhir Praktek ini dengan judul : “SISTEM PENGAJUAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PPh PASAL 22 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO”
1.2 Rumusan Masalaah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana Sistem Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak PPh Pasal 22 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui bagaimana sistem pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak PPh pasal 22  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
1.4 Manfaat Penelitian 
a.  Bagi Penulis
Untuk menambah dan memahami pengetahuan penulis tentang Surat Keterangan Bebas Pajak PPh Pasal 22.
b. Bagi Wajib Pajak  
Dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak dengan mengetahui tata cara pengajuan, syarat-syarat hingga perkiraan selesainya proses pengajuan tersebut. 
c. Bagi Politeknik Negeri Manado 
Sebagai bahan referensi dalam Pengembangan Kurikulum Khususnya tentang Penerapan Surat Keterangan Bebas Pajak PPh Pasal 22
1.5 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah  deskriptif yaitu
menggambarkan dan menguraikan Proses Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak PPh Pasal 22 
1.6 Deskripsi Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado 
1.6.1 Gambaran Umum Entitas  
a. Latar Belakang Pendirian Perusahaan/Industri 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku  Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksnaakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan.  Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulut dan Sulteng.
Dengan demikian berkembangnya potensi perekonomian Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada khususnya, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak Manado oleh kantor pusat dibagi menjadi dua yaitu kantor Inspeksi Pajak Manado dan kantor Inspeksi Pajak Palu.
Pada tahun 1989 pemerintahan menetapkan penggantian nama Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan demikian berubah pula nama Kantor Inspeksi Pajak Manado menjadi Kantor Pelayanan Pajak  Manado.Kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah maka pada tahun 1989 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk.kemudian pada tanggal 1 Desember 2008 pada saat pemberlakuan modernisasi perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang merupakan gabungan dari 3 kantor pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Manado, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado.  Wilayah kerja KPP Pratama Manado meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado saat ini dibawah Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, yang kantor wilayahnya ada di Manado.  Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut terdiri dari beberapa KPP, antara lain: KPP Pratama Manado, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Tahuna, KPP Pratama Kotamobagu, KPP Pratama Gorontalo, KPP Pratama Palu, KPP Pratama Poso, KPP Pratama Luwuk, KPP Pratama Toli-Toli, KPP Pratama Ternate, dan KPP Pratama Tobelo.

1.6.2 Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi 
Struktur Organisasi KPP Pratama ManadoKEPALA KANTOR
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Gambar 1. Struktur KPP Pratama Manado

 
Seksi-Seksi yang Menyangkut dengan Prose Surat Keterangan Bebas Pajak yaitu :
a. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.
b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

1.6.3 Aktivitas Usaha Perusahaan 
a. Kantor Pelayanan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Pusatnya di Bidang Usaha Pelayanan. Ada terdapat 2 Bidang yaitu Pelayanan Dalam dan Pelayanan Luar.
1. Pelayanan Dalam : Tugas dari pelayanan dalam yaitu melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan ada juga yang di lakukan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dan Pemindahbukuan (Pbk).
2. Pelayanan Luar : Tugas dari pelayanan luar atau TPT yaitu  Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan serta penerimaan surat lainnya seperti Surat Keterangan Bebas Pajak, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pembuatan  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),Pendaftran Efin dan Faktur Pajak,ada juga Helpdesk yang membantu bagian yang lainya.

Selain itu ada juga Bagian-bagian Seksi Lainya Seperti
1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang mempunyai Tugas melakukan urusan kepegawaian,keuangan,tata usaha,rumah tangga,dan pengelolaan kinerja pegawai
2. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan,pendataan objek dan subjek pajak.selain itu seksi ini melaksanakan tugas penyuluhan tentang perpajakan.
3. Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,pencarian,dan pengolahan data,perekaman dokumen perpajakam dan pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. 
5. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak,dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainya.
6. Seksi pengawasan dan konsultasi I,II,III,dan IV mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian   permohonan wajib pajak,bimbingan dan konultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak. Selain itu mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Jumlah Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Dari Bulan Januari sampai april.
Tabel 1.
	SKB
	Jan
	Feb
	Mar
	April

	
	-
	36
	25
	4


 Tabel 1 Jumlah Pengajuan SKB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama manado
Sumber Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado 
Dengan melihat data yang diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, data yang mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) masih kurang. sedangkan yang diketahui bahwa SKB atau Surat Keterangan Bebas Pajak  sangat membantu bagi wajib pajak yang dikenakan PPh Final Sesuai PP No 46 Tahun 2013.jika wajib pajak mengajukan SKB tidak lagi medapatkan Pajak Berganda dengan demikian Surat Keterangan Bebas Pajak sangat dibutuhkan bagi wajib pajak.
b. Aktivitas Usaha CV. X 
CV. X Merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa
konstruksi dan suplier/pengadaan barang.tempat kedudukan di JL.Martadinata Raya 85 raya Ruko Pall II , Dendengan Luar.
CV. X Merupakan Mitra Kerja PT.Pegadaian (Persero) wilayah Sulawesi Utara dalam pengadaan peralatan perlengkapan kantor sejak tahun 2014. 
Pada Tahun 2016 CV X mendapatkan proyek  pengadaan.
pengadaan berupa AC spilt dengan nilai  kontrak 45.065.900 sudah termasuk PPN untuk PT.Pegadaian Cabang Tuminting.

Tabel 2 
	No
	Nama Rekan
	Jenis Pekerjaan
	Tanggal /NoSPK

	Nilai Kontrak

	DPP

	PPh Pasal 4 Ayat 2

	PPN

	1
	Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting

	Penyedia barang jasa 

	03-Mei-2016/ 1180a/050004/2016

	45.065.900

	40.969.000

	409.690

	4.096.900



Tabel Pendapatan 1 SPK CV X 
Sumber CV X








